BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN AMINA WADUD
TENTANG KESAKSIAN WANITA

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian dan
menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teori yang sudah dipaparkan
pada bab II. Kemudian menganalisis isi dari ide, gagasan maupun pemikiran
Amina wadud sebagaimana pada bab III. Selanjutnya untuk menarik
kesimpulan, penulis menggunakan pola berpikir deduktif. Yakni dengan cara
memahami dan menangkap pemikiran Amina Wadud tentang kesaksian
wanita, kemudian ditarik menuju pada pernyataan yang lebih khusus yakni
kesaksian wanita dalam masalah keluarga.

A. Kualitas Wanita Sebagai Syarat Menjadi Saksi

Mengenai kesaksian dua orang perempuan mempunyai nilai kekuatan
yang sama dengan seorang laki-laki, menurut Amina Wadud itu bukan karena
perempuan memiliki akal yang lemah dan pelupa, yang karena itu menjadikan
kesaksiannya berkurang kekuatannya, melainkan hal tersebut disebabkan
karena adanya pertimbangan konteks kehidupan pada saat itu yang sangat
membatasi gerak perempuan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sehingga
diperlukan dua orang saksi perempuan.

Tampaknya mesti pula dipahami ketentuan hukum yang membedakan
antara status kesaksian laki-laki dan perempuan sebenarnya bukan bentuk
penindasan terhadap perempuan. Semua ini disebabkan bahwa kebiasaan yang

sangat melekat dan diwariskan sejak pra Islam sampai zaman para pakar
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hukum Islam (pembangun mazhab, bahkan mungkin sampai masa-masa
selanjutnya) bahwa kaum perempuan tidak ikut bergelut di dalam urusan di
luar rumah seperti berdagang, mengadakan kontrak kerja atau perjanjian-
perjanjian bisnis lainnya. Kaum perempuan pada waktu itu lebih disibukkan
dengan pekerjaan lain khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan di rumah
baik untuk melayani suami ataupun anak, termasuk pula mengatur ekonomi
rumah tangga agar sesuai dengan penghasilan suami."

Oleh karena itu, apabila ada di antara perempuan yang menjadi saksi,
karena jarangnya menangani perkara di luar keahliannya atau karena
jarangnya mereka berperan di bidang kesaksian terhadap berbagai bentuk
transaksi bisnis, dikhawatirkan ada di antaranya yang sudah lupa atau sulit
dan tidak dapat mengingatnya kembali, sehingga diperlukan adanya
perempuan lain yang diharapkan dapat membantu mengingat kembali
sebagian hal yang pernah disaksikan mereka atau yang akan disaksikan untuk
diingat kembali pada waktu yang akan datang.” Jadi meskipun dua orang, tiap-
tiap perempuan memiliki fungsi yang berbeda.

Jelasnya, ketentuan hukum kesaksian laki-laki dan perempuan yang
bersumber dari firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 282 sebenarnya tidak
mempersoalkan kemampuan intelektual kaum perempuan. Selain itu tidak
pula menganggap kemampuan kaum perempuan untuk mengingat dan

menghafal lebih rendah daripada laki-laki, tetapi semata-mata karena adanya

! Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, Konsep Kesaksian, (Malang: Setara Press, 2015), 56.
2 1.
Ibid., 57.
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perbedaan peran dan tugas masing-masing, sehingga ada yang lebih ahli di
satu bidang dan lemah di bidang lainnya.’

Dalam sebuah hadits disebutkan:
o el ol 5 B 06 s o8 g s e e 5 S
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s el e TS s oS 12 05 e ] 2ae 1)

... Bukankah kesaksian perempuan seperti setengah dari kesaksian laki-

laki? “kami menjawab, “benar ya Rasulullah. Rasulullah berkata itulah

kekurangan akalnya. Dan bukankah di saat haidh, perempuan tidak
shalat dan tidak puasa? Benar ya Rasulullah. Itulah kurangnya
agamanya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Dari hadits di atas, sudah sangat jelas bahwa disamakannya satu orang
laki-laki dengan dua orang perempuan adalah karena kurangnya kemampuan
akal perempuan. Padahal bisa jadi kekurangan akal dalam hadits di atas adalah
tidak menunjukkan bahwa secara kodrati akal perempuan memang lemah
dibandingkan dengan laki-laki tapi yang dimaksud adalah kekurangan akal
selalu berhubungan dengan faktor budaya, maka dapat saja dipahami sebagai
keterbatasan penggunaan fungsi akal bagi perempuan, karena keterbatasan dan
pembatasan pendidikan pembelajaran, praktik lapangan dan kiprah ruang
publik di dalam masyarakat pada saat itu, jadi nugsan al-agl yang disebutkan

dalam hadits tersebut adalah frekuensi penggunaan akal pada perempuan

sangat rendah pada waktu itu, karena faktor budaya yang kurang memberikan

> M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an, (Jakarta: Lentera
Hati, 2000), 736.

* Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz 1 (Cet. III; Beirut; Dar
Ibnu Katsir, 1987), 116.
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peluang kesempatan bagi perempuan untuk suatu pekerjaan yang secara
khusus menggunakan fungsi akal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang
menyaratkan dua orang saksi perempuan sebagai pengganti satu orang saksi
laki-laki merupakan ketentuan yang bersifat kondisional dan temporal, bukan

ketentuan yang bersifat universal.

. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Kesaksian
Wanita
Mengenai kriteria kesaksian perempuan menurut Amina Wadud adalah
seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa bobot kesaksian
perempuan itu sama dan setara dengan laki-laki, dalam artian 1:1. Bahkan dia
berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi saksi dalam segala bentuk
perkara baik dalam transaksi bisnis, maupun dalam hal Audud dan gisas
selama diyakini kesanggupan untuk memberikan kesaksian yang juga
merupakan persyaratan bagi saksi laki-laki. Sedangkan mengenai syarat-syarat
saksi Amina Wadud tidak menjelaskan secara terperinci, namun secara
eksplisit penulis dapat mengambil pengertian bahwa syarat-syarat saksi
tersebut harus Islam. Jika syarat kesaksian menurut Amina Wadud
direlevankan dengan syarat saksi menurut Hukum Islam, maka hasilnya
sebagai berikut:
1. Dewasa, kadar dewasa menurut hukum Islam adalah seorang wanita

sudah mengerti yang baik dan buruk (mukallaf) serta pernah mengalami
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haid. Kemudian seorang wanita yang sudah dewasa cara berfikirnya dapat

berkembang sehingga dia mempunyai kemampuan akal untuk bersaksi.

2. Adil, Berdasarkan kesadaran, kemauan dan kualitas dirinya (wanita)
untuk bersaksi menurut penulis sudah memenuhi kredibilitas dan
kapabilitas untuk menjadi saksi yang adil.

3. Beragama Islam, para fuqaha sepakat beragama Islam adalah syarat
mutlak yang harus dimiliki seorang saksi.

4. Berakal, kesaksian orang gila tidak dapat diterima menurut kesepakatan
ulama karena tidak membawa keyakinan tentang perkara yang disaksikan

5. Harus bisa melihat
Mengenai saksi harus bisa melihat, ulama sepakat tidak diterima
kesaksian orang yang tidak bisa melihat. Karena seseorang yang tidak
bisa melihat tidak dapat membedakan antar bentuk suara, jadi diragukan.

6. Harus dapat berbicara
Kesaksian orang yang tidak bisa berbicara tidak dapat diterima, sekalipun
ia mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat dipahami,
kecuali ia menuliskan kesksiannya dengan tulisan.

Dari paparan tersebut, penulis menganalisis bahwa kualifikasi saksi
menurut Amina Wadud sudah sesuai dengan apa yang diinginkan Hukum
Islam.

Amina Wadud juga menyatakan bahwa perbandingan saksi yang
disebutkan dalam Al Qur’an 2:1 untuk Perempuan dan laki-laki itu sudah

tidak sesuai lagi, karena penyebutan perempuan tersebut menunjukkan
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kesatuan tunggal dengan fungsi yang berbeda. Penulis sepakat dengan
pernyataan tersebut, bahwa maksud penyebutan 2:1 untuk perempuan dan
laki-laki sesuai dengan yang menjadi prinsip surat al-Baqarah ayat 282.
Kesaksian dua perempuan menjadi lebih kuat berbanding kesaksian laki-laki.
T AT LB S M L) S o

“...Supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.... (QS.

al-Baqgarah: 282)

Yakni adanya rasa khawatir jika seorang saksi perempuan lupa terhadap
sebagian aspek yang disaksikannya atau dilakukannya, maka yang seorang lagi
bisa mengingatkannya.

Apabila dibandingkan dengan perempuan sekarang di mana banyak
perempuan menjadi pemimpin publik, menjadi hakim, komisaris di perusahaan
besar, dan sebagainya. Sebagai jawaban atas tuduhan ulama zaman dahulu
bahwa perempuan daya ingatannya lemah, pelupa, tidak bisa memimpin, akal
dan agamanya kurang, maka tentu saja pandangan bahwa kesaksian
perempuan dinilai setengah kesaksian laki-laki harus diganti. Misalnya pada
masalah hukum keluarga berupa saksi dalam akad perkawinan. Dalam KHI
Pasal 25 disebutkan bahwa “yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad
nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu
ingatan, dan tidak tunarungu atau tuli.”

Pasal ini menyatakan bahwa kedudukan saksi dalam akad nikah menjadi

rukun akad nikah. Apabila salah satu rukun tersebut ditinggalkan atau
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tertinggal, maka akad nikah yang dilakukan dipandang tidak sah atau disebut
pula sebagai akad nikah yang fasid (rusak) yang mesti dilakukan faskah.

Dalam hal akad nikah para ulama Imam Syafi’i dan Hanbali berpendapat
bahwa kesaksian kaum wanita tidak sah. Mereka juga berpendapat bahwa
perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki, muslim dan adil. Sebagaimana

sabda Nabi SAW:

(e £ 5 2o 1) SO 3 Y5 283 & V5 a3 3 ol Ssgs 334 O

“wanita tidak boleh menjadi saksi dalam masalah hudud, nikah, dan

talak” (HR. Abu ‘Ubaid)’

Golongan Hanafiyah tidak mensyaratkan laki-laki menjadi saksi.
Mereka berpendapat saksi boleh dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan
dua wanita, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

- g £ o g - - 2 < - - . -
Gr 0367 me 0BT BT s UG W OB pEl) o it BAEELT
Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang
lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi

yang kamu ridhai (QS. Al-Baqarah: 282)
Jumhur ulama sepakat bahwa kesaksian seorang laki-laki sama dengan

dua orang perempuan, berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 282. Sebagian besar

dari mereka juga sepakat tentang keabsahan perempuan dalam kasus

> M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Figh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 147.
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perselisihan perdata Islam dalam kasus keuangan. Namun mereka berbeda
pendapat tentang kesaksian perempuan dalam kasus hukum keluarga.®

Misalnya dalam masalah talak dan rujuk, Imam Syafi’i mendatangkan
saksi dengan menyebutkan jumlahnya yakni dua orang laki-laki, sedangkan
wanita dapat bersumpah bila tidak ada saksi atau ada saksi namun hanya satu
orang.

Sementara di dalam al-Qur’an tidak ditemukan adanya larangan bagi
perempuan menjadi saksi. Al-Qur’an banyak membahas mengenai kuantitas
saksi dalam kasus-kasus yang berbeda bila dibandingkan dengan komposisi
saksi, seperti yang penulis temukan dalam QS. al-Baqarah ayat 282.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapat Amina Wadud
mengenai kesaksian perempuan dapat berlaku secara umum, dalam artian
dengan melihat fakta sosial perempuan saat ini dianggap memilki
profesionalisme dan tingkat kecerdasan yang setara dengan laki-laki, maka
penulis berpendapat perempuan mempunyai peluang dapat menjadi saksi pada
masalah akad nikah bersama dengan laki-laki. Adapun para ulama memiliki
pendapat yang berbeda. Sebagaimana penulis sajikan dalam tabel di bawah
ini:

Tabel 1.1 Klasifikasi Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Kesaksian Perempuan

NO ULAMA PENDAPAT

Syafi’i, Maliki, dan | Tidak membolehkan kesaksian dalam

®Abdul Malik Syafe’i, “Dekontruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian
Perempuan dalam Perkawinan”, Medina-Te, Jurnal Studi Islam, Vol XIV, No. 2 (2 Desember,
2016), 200-201.
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sebagian mazhab Hanbali

pernikahan walaupun disertai laki-laki,
sebab laki-laki menjadi syarat kesaksian

dalam pernikahan

Hanafi, sebagian mazhab

2 | Hanbali

Membolehkan kesaksian perempuan dalam
pernikahan dengan syarat dua orang

perempuan dan satu orang laki-laki

Mazhab Zahiri, Mahmud
Syaltut, Asghar Ali
Enginer, dan Amina Wadud

Membolehkan kesaksian perempuan dalam
pernikahan,  adanya  ketentuan  2:1
diserahkan kepada kondisi fakta sosial, jika
perempuan memiliki tingkat kecerdasan
dan profesionalisme seperti saat ini, maka

peluang perbandingan kesaksian 1:1

Perlu ditegaskan bahwa masalah ini mengemuka semata-mata karena

soal penafsiran. Sekiranya nilai kesaksian dua orang perempuan di

perlakukan sejajar dengan seorang laki-laki, maka semestinya dimanapun

masalah kesaksian disinggung al-Qur’an, tentu perlakuannya sama. Faktanya

tidak demikian, sebab dari tujuh ayat yang berkenaan dengan kesaksian ini

tidak satupun yang menetapkan bahwa dua orang saksi perempuan sebagai

pengganti satu saksi laki-laki.”

1. QS. al-Maidah (5) ayat 106. Ayat ini berbicara tentang wasiat bagi orang

yang hendak meninggal, hendaklah disaksikan dengan dua orang saksi,

tidak dijelaskan jenis kelamin apakah laki-laki atau perempuan. Dengan

7 Menurut Fazlur Rahman, kalau memang al-Qur’an ingin menyatakan bahwa nilai persaksian
perempuan hanya separuh dari nilai kesaksian laki-laki, mengapa tidak boleh pembuktian dengan
empat perempuan untuk disamakan dengan kesaksian dua laki-laki. Lihat Fazlur Rahman “The
Status of Women in Islam: A Modernist Interpretation, “ dalam Hanna Papanek dan Gail Minual
(eds.), The Saparate Worlds: Studies of Purdah in South Asia, (Delhi: Chanakya Publication,

1982), 292.
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kalimat itsnani dzawa ‘adlin berarti dua saksi itu bisa dua-duanya laki-
laki, bisa juga dua-duanya perempuan, atau satu laki-laki dan satu
perempuan. Yang dipentingkan adalah adil dan dapat dipercaya.

QS. al-Maidah (5) ayat 107. Menerangkan apabila keempat saksi itu
curang, maka dapat diganti dengan saksi kalangan ahli waris, tetapi
disyaratkan dengan sumpah.

QS. an-Nisa’ (4) ayat 15. Menerangkan tentang perbuatan keji yang harus
disaksikan empat orang saksi, juga tidak disebutkan jenis kelamin,
memakai kalimat bainakum yang berarti laki-laki atau perempuan.

QS. an-Nur (24) ayat 4. Menerangkan mereka yang menuduh perempuan
berbuat keji dan tidak mendatangkan empat orang saksi.

QS. an-Nur (24) ayat 6. Menyebutkan mereka yang menuduh istrinya
berbuat keji dan tidak mendatangkan empat saksi, maka sebagai gantinya
sumpah empat kali.

QS. an-Nur (24) ayat 8. Menerangkan istri yang dituduh berbuat keji,
untuk menyatakan bahwa suaminya berbohong adalah memakai sumpah
empat kali. Ayat ini lebih jauh menerangkan bahwa seorang perempuan
tidak hanya mempunyai hak untuk menjadi saksi, tetapi dapat juga
membatalkan kesaksian laki-laki, karena sumpah yang dilakukannya
sebagai ganti saksi.

QS. at-Thalaq (65) ayat 2. Menjelaskan tentang perempuan yang cerai
setelah mendekati iddahnya, apakah rujuk atau pisah, diperintahkan untuk

memakai saksi dua orang yang adil dengan istilah dzawai ‘adlin minkum
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dan menegakkan kesaksian itu karena Allah. Kata minkum tidak
menunjuk jenis kelamin, artinya boleh dua orang laki-laki, dua
perempuan, atau satu laki-laki dan satu perempuan.

Berdasarkan paparan ayat-ayat di atas, dapat dipahami bahwa saksi
perempuan diakui sama dengan saksi laki-laki. Tidak ada perbedaan di antara
keduanya, perempuan berhak menjadi saksi sendiri. Malah kaum perempuan
memiliki fungsi lain yakni sebagai pengingat atau penguat. Kedudukan
persaksian dalam Islam juga tidak sekedar terbatas kepada masalah jenis
kelamin tanpa melihat unsur-unsur kualitas dan integritas moral seorang saksi.
Sebab Rasulullah saw telah menolak kesaksian laki-laki maupun perempuan
pengkhianat, pezina, orang yang sedang bermusuhan, iri dan dengki.

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanannya syarat seorang
saksi tidak spesifik berdasarkan jenis kelamin, namun berdasarkan pada
tingkat keadilan dan kejujuran dalam memberikan kesaksian. Dengan
demikian penulis sepakat dengan pemikiran Amina Wadud, bahwasannya
seorang saksi tidak harus dibebankan pada laki-laki saja, tetapi seorang wanita
pun bisa bersaksi selama dia memiliki potensi untuk bersaksi.

Ayat 282 surat al-Baqarah harus diakui sudah sangat maju, karena telah
mengakui eksistensi perempuan sebagai saksi, yang sebelumnya belum diakui.
Ayat ini berarti memberikan pengakuan perempuan sebagai subjek hukum
yang otonom, sebagaimana ayat waris yang mengakui perempuan sebagai
pewaris (orang yang memiliki hak memperoleh warisan) dari sebelumnya

tidak hak bahkan menjadi barang yang diwariskan.
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Jadi inilah spirit kemanusiaan ayat ini. Karenanya, ayat 282 surat al-
Bagarah tidak dapat dipahami secara literal-skriptual, tetapi harus dipahami
secara kontekstual dengan melihat situasi masa lalu dan masa kini, serta
dipahami pula mana ajaran agama yang pokok (tetap) dan mana yang dapat
atau perlu menyesuaikan perkembangan zaman.

Dalam hal kesaksian perempuan, ulama klasik juga memberi tempat
khusus bagi perempuan untuk bersaksi, yaitu hanya menyangkut urusan
keperempuanan, bukan urusan publik yang luas. Di sini tampak bahwa
perempuan masih dipandang secara timpang, bukan sebagai manusia yang
utuh yang bisa beinteraksi dan memberikan kesaksian bukan saja yang
berkaitan dengan dirinya tetapi juga pada urusan publik. Ini adalah tipikal
pandangan ulama klasik yang memang berhadapan dengan kondisi perempuan
saat itu yang hanya berhubungan dengan urusan domestik, tidak ada yang
menjadi pemimpin publik.

Tentu saja ini bukan pandangan yang sebenanya dan berlaku umum
tentang perempuan, namun ini adalah pandangan yang besifat temporal,
pandangan tentang perempuan saat itu saja, karena dalam kenyataan sekarang,
status, posisi, dan kondisi perempuan hampir tidak ada yang berbeda dengan
laki-laki. Dewasa ini sudah banyak perempuan yang berpendidikan tinggi dan

banyak perempuan menjadi pemimpin publik.®

® Nur Asriaty, “Kontroversi Kesaksian Perempuan dalam QS. Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna
Nomatif dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum
Islam, Vol VII, No. 1 (Juni, 2016), 185.
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Oleh karena itu, jelas dibutuhkan langkah signifikan dalam
menjembatani ajaran-ajaran hukum Islam tentang perempuan dalam karya-
karya ulama klasik dengan perkembangan masyarakat kontemporer. Salah satu
bentuk tindakan nyata sebuah pembaruan hukum keluarga adalah dengan
merumuskannya secara sistematis dalam bentuk rancangan Undang-undang.
Akan tetapi, rancangan pembaruan KHI yang diusulkan Tim Departemen
Agama maupun Counter Legal Draft (CLD) KHI yang diusulkan Tim
Pengarusutamaan Gender Departemen Agama menuai kontrovesi, dan
berujung penolakan.

Pembaruan hukum Islam dimaksudkan agar ajaran Islam tetap ada dan
diterima oleh masyarakat modern, karena pembaruan hukum Islam
mengandung arti menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab
permasalahan dan perkembangan baru, maka pembaruan itu dilakukan dengan
cara kembali kepada ajaran asli al-Qur’an dan hadits dan tidak mesti terikat
dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam hasil ijtihad lama yang merupakan
hukum Islam kategori fikih. Hukum Islam kategori fikih adalah hasil
pemahaman dan rumusan para ulama yang bisa jadi ada yang dipengaruhi oleh
keadaan pada masa itu, seperti yang dilandaskan atas ‘urf setempat dan
karenanya ketentuan itu belum tentu mampu menjawab permasalahan dan
perkembangan baru. Sedangkan ajaran asli al-Qur’an dan hadits selalu
menjawab pemasalahan-permasalahan masyarakat sepanjang zaman dan

semua tempat. Sebuah kaidah fighiyah berbunyi:
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oYl fag e s K Y

Artinya:’tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan
zaman”

Menurut pendapat Amina Wadud, kesaksian wanita dalam segala bidang
(mu’amalah, jinayah, maupun munakahat) selain substansinya untuk
menegakkan keadilan, menjaga kebenaran dan menciptakan kemaslahatan,
juga mempunyai upaya preventif, jika pemahaman tentang posisi kaum
perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, dalam artian bobot kesaksian
perempuan separuh dari kesaksian laki-laki. Akibatnya banyak tudingan
terhadap Islam sebagai agama yang diskriminatif terhadap kaum perempuan.

Tawaran-tawaran tersebut cukup progressif dalam mengangkat
kedudukan perempuan khususnya dalam masalah hukum keluarga. Hanya saja,
pemikiran-pemikiran tersebut menuai banyak kritikan dari pemuka-pemuka
umat Islam Indonesia karena dinilai bertentangan dengan kultur masyarakat
Indonesia dan pemahaman yang sudah mapan atau mazhab pemikiran yang
dominan dipegang di Indonesia yakni Syafi’i. Apalagi prinsip-prinsip yang
dijadikan dasar seperti prulalisme, HAM, demokratis, kesetaraan gender dan
lain-lain. Hanya populer di dunia akademisi, bahkan bagi kalangan masyarakat
tertentu. Istilah-istilah tersebut dinilai asing dan dikalim sebagai barang impor
dari Barat. Padahal, jika dikaji secara mendalam, nilai-nilai tersebut telah
dibahasakan hukum Islam sejak beberapa ratus tahun silam. Dengan demikian,

tantangan terbesar yang dihadapi dalam setiap upaya pembaruan adalah
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kendala sosiologis atau kultural dan untuk mengurainya dibutuhkan proses
waktu yang cukup lama.’

Walaupun demikian, penulis sepakat jika dilakukan pembaruan hukum
Indonesia, dalam hal ini khusus KHI yang penulis analisis melalui ruang Pasal
25 KHI sebagai jalan membuka kesempatan perempuan menjadi saksi
perkawinan di Indonesia. Belum lagi, pendapat lain seperti Imam Hanafi yang
mempersilahkan perempuan menjadi saksi perkawinan karena masuk dalam
ranah muamalah. Juga pendapat ulama kontemporer dalam hal ini Amina
Wadud memberi ruang kepada perempuan untuk menjadi saksi, tidak hanya
kebolehannya, bahkan jika perempuan memiliki tingkat kecerdasan dan
profesionalisme seperti saat ini maka ada peluang perbandingan kesaksian
perempuan sama dengan laki-laki.

Terlebih lagi karena dalam suatu akad perkawinan, tidak hanya laki-laki
yang muncul di sana melainkan wanita juga akan ikut menyaksikan walau ia
tidak dikategorikan sebagai saksi yang memegang peranan penting dalam
perkawinan tersebut.

Selanjutnya mengenai hadits yang redaksinya tidak membolehkan
perempuan sebagai saksi, maka menurut penulis, al-Qur’an yang mutawatir
yang qath’i al-wurud lebih kuat dibandingkan hadits tersebut.

Masalah Audud dan gisas, penulis menganggap pemikiran Amina Wadud

tidak bisa diterapkan, karena dari segi kondisi kejiwaan, wanita biasanya tidak

° Asni, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia; Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan
dalam Hukum Keluarga, (Jakarta Pusat: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012), 254.
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tahan menyaksikan peristiwa seperti ini. Dan sebagaimana diketahui, bahwa
hudud (hukuman) bisa gagal karena adanya keragu-raguan.
Ketika wanita menjadi saksi dalam suatu perkara, penulis

menyimpulkan dengan menyajikan sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kedudukan Saksi Wanita dalam Perkara Keluarga

NO PERKARA MASLAHAH
1 | Akad nikah Maslahah
2 | Talak -
3 | Rujuk Maslahah
4 | Wasiat Maslahah

5 | Masalah kewanitaan (kelahiran bayi, haid, | Maslahah
dan lai-lain)

6 | Hududdan gisas -

7 | Transaksi Bisnis Maslahah

Jelaslah bahwa pembaruan hukum Islam, khususnya mengenai
kedudukan perempuan, penting dilakukan dalam rangka penyesuaian
pemikiran-pemikiran hukum Islam dengan perkembangan kontemporer dan
keindonesiaan pada berbagai bidang, antara lain politik, hukum, ekonomi,
sosial budaya dan lain-lain.'” Dengan tetap menggunakan perangkat
metodologi ushul fikih yang tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip ilmu dalam

pandangan Islam. Ketergantungan hukum Islam pada al-Qur’an dan as-Sunnah

“ HM. Sutomo, et al., Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta:
UII Press, 2016), 260.
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dengan berpijak pada metodologi yang benar bertujuan untuk menjaga
korelasi obyektifitas hukum Islam itu sendiri. Hukum yang tidak punya
rujukan hanya menimbulkan keonaran, karena setiap orang akan memberikan

. . .. . . . . 11
interpretasinya sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingannya.

" Ibid., 192.



